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Pengadian Agama Watampone yang memerksa dan mengadi perkara- perkara
tertentu dabm tihgkat pertama tebh menjatuhkan putusan dabm perkara yang dijukan okh :
Maitaya binti H. Buhari, umur 34 tahun, agama Isam, pekerjaan tidak ada, bertempat-tinggal

di Waru RT.Ol RW.O| Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Rattang Barat,
Kabupaten Bone, sebnjutnya disebut Penggugat.
melawan
Djazuii Firdaus bin Hattosenj umur 45 tahun, agama Isem, pekerjaan servis eektronk,
terakhr bertempat tinggal di ~ Tokareta, Desa Sjelng, Kecamatan Telu Satdnge,
Kabupaten Bone, sekarang tdak dketahui abmatnya di wayah Repubk
Indonesi, sebnjutmya disebut Tergugat.

Pengadin Agama tersebut.
Tebh membaca surat-surat perkara.
Tebh mendengar kedua bebh phak yang berperkara dan saksisaksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa penggugat dabm surat gugatannya bertanggal 13 September 2011
tebh mengemukakan hathal yang pada pokoknya sebagai berkut:
1. Bahwa, penggugat dan tergugat adabh suamisten yang sah.
2. Bahwa penggugat dan tergugat tebh hdup serumah-tangga sebma kurang ebh 11 tahun,
dan tebh di@runiai 2 orang anak.
3. Bahwa dabm rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena:
- tergugat tdak member kepercayaan kepada penggugat memegang uang
bebnja.
- Tergugat senng mennggakan penggugat dan baru kembai jika diemput oeh
penggugat
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putusan.mahkaypg92dan SseebA kgadan tersebut, tergugat pergi mennggakan penggugat yang
sampai sekarang sudah bersebng 2 tahun iebh.
5. Bal— sefak keper“annya, tergugat tdak pemah mengrim beria dan nafkah untuk
penggugat dan anaknya, sehihgga tidak diketahui keberadaannya.
Berdasarkan urain di atas, penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengarfian
Agama Watampone c¢.g. Majeb Hakin yang memeriksa dan mengadii perkara ni kianya
berkenan menjablhkan putusan yang amamya sebagai berkut: Primer:
1. Mengabukan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan tabk satu ban sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Memertahkan kepada Pantera Pengadn Agama Watampone untuk menyampaian
sahan putusan hi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rattang Barat,
Kabupaten Bone, untuk dicatatS pada regster perceran yang sedang bejabn.
4. Membebankan baya perkara menurut hukum.

Vv
Subsider:

Mohon putusan yang seadiadilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang tebh ditetapkan, penggugat hadr di
persdangan sedangkan tergugat tdak hadr dan tdak pub menyuruh orang bBin untuk hadr
sebagai kuasanya, meskpun menurut berta acara panggian tebh dipanggl dengan resmi dan
patut okh jurusia mebli mas meda RRI pada tanggal 7 Oktober 2011 dan tanggal 22
Nopember 2011 yang dbacakan di sidang.

Menimbang, bahwa majebk hakin tebh menyatakan bahwa perkara ni tdak byak
dmedasi karena tergugat tidak hadi, Bu majel hakim memberkan nasehat kepada penggugat
agar kembal rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasi kemudan dbacakan surat gugatan
penggugat yang sinya tetap dpertahankan okh penggugat.

Menmbang, bahwa untuk meneguhkan daitdalil gugatannya, maka penggugat
mengajukan buktbukti berupa :

a. Bukb' Surat:

Sekmbar Foto Kopi Kutpan Akta Nikah Nomor 300/07/1/1999 an. Penggugat dan tergugat
yang dikeliarkan okh Kepakh KUA Kecamatan Tanete Rattang Barat pada tanggal 29 Januari

1999, yang tebh bermeterai cukup dan tebh disesuakan dengan ashya (bukii P).
b. Saksi-saksi

Sak” kesatu : Hj Tajang bnti Sde, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adabh bu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pemah hidup rukun sebma kurang kebh 10 tahun dan
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putusan.mah_kga%a&%r&g.%%% tangganya penggugat dan tergugat serhg bertengkar dan kabu
bertengkar tergugat pergi meninggakan penggugat dan nanti kembai jka djemput okh
penggugat

- Bahwa tergugat sudah pergi meninggakan penggugat tanpa nafkah dan kabar beria yang
hingga kini sudah Ebh 2 tahun.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dmana sekarang tergugat berada.
Saksi kedua : Rahman bin Muh Rafi pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat bertetangga dengan
saksi
- Bahwa penggugat dan tergugat pemah hidup bersama sebma kurang Ebh 10 tahun dan
tebh diaruniai 2 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat serihg bertengkar karena masabh uang bebnja dan
tergugat basa mennggakan penggugat.
- Bahwa tergugat tebh pergi entah kemana dengan meninggakan penggugat tanpa jaminan
nafkah yang hngga kini sudah 2 tahun Ebh Bmanya.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, penggugat membenarkannya
serta mengajukan konklusi yang tetap ingh bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.
Menimbang, bahwa untuk shgkatnya, maka majeb cukup menunjuk segah
sesuatunya sebagaimana sekengkapnya tebh tertuang dabm beria acara pemeriksaan perkara
i sebagai bagan yang tidak terpsahkan dengan putusan i

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya tebh durakan di
muka.

MeNmbang, bahwa berdasarkan berta acara pemanggin (rebas) bertanggal 7
Okbx)ber 2011 dan tanggal 22 Nopember 2011 yang dbuat okh Jurusia Pengadian Agama
Watampone, pemanggian terhadap tergugat tebh diksanakan sesuai dengan ketenUan pasal
27 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggin terhadap tergugat tersebut dpandang tebh
dbkukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa okh karena tergugat yang tebh dipanggl dengan resmi dan patut
untuk menghadap tdak hadr dan tidak pua menyuruh orang Bin menghadap sebagai kuasanya
dan ketidakhadirannya tu tdak dsebabkan okh suatu habngan yang sah, maka pemeriksaan
perkara dapat dinjutkan tanpa kehadian tergugat dan putusan dijatuhkan secara verstek
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putusan.mahkanﬁgﬁrﬁgarha;ggah% seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setap
perkara dusahakan perdamaian mebli jaur medasi akan tetapi dabm perkara hi tergugat
tidak hadr, maka perkara ni harus dnyatakan tidak Byak dimedasi dan berdasarkan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian dijpayakan dengan cara memberi nasehat

kepada penggugat, namun tidak berhasi

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus dperksa dan dpertimbangkan dabm
perkara perceran adabh mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukii P yang dajukan oeh penggugat adabh foto kopi buku
kutpban akta nkah atas nama penggugat dan tergugat yang tebh dicocokkan dengan asinya dan
tebh dbubuhi meterai secukupnya sehingga secara adminstratf tebh memenuhi syarat formal
sebagai abt bukti di pengadian.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutpan akta nkah sebagaimana tersebut
di atas, dbuat dan diandatangani okh Pegawai Pencatat Nkah atau Kepab Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tanete Rattang Barat, Kabupaten Bone, yang merupakan phak yang
berwenang membuat dan menandatangani buku kutpan akia nkah di wiayah keranya,
sehingga bukii P termasuk akia otentk yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma
dan mengiat, maka bukii tersebut teBh memenuhi syarat materi pembuktian.

Menimbang, bahwa okh karena bukti surat yang dberi kode P tebh memenuhi syarat
formi dan materl sebagai abt buki yang sah, maka harus dnyatakan terbukii antara penggugat
dengan tergugat tebh terkat dabm hubungan hiAum sebagai suami tetri yang sah, yang
merupakan ais dasar dabm mengajukan periara cerai gugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendakan bahwa dabm rumah tangganya tebh
tejadi pertengkaran dan persekhan yang mengakbatkan teradnya perpsahan tempat tinggal
sebma 2 tahun kbh, hal tersebut sesuai dengan absan perceraan yang termaktub dabm pasal
19 huruf (b) Peraturan Pemerntah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat tidak
mebwan hukum.

Menimbang, bahwa oeh karena absan yang dkemukakan penggugat dabm
mengajukan gugatan cerai hi adabh adanya perpbahan tempat tihggal sesuai pasal 19 huruf (b)
PP No.9/1975, maka yang menjadi pokok permasabhan dan sebagai ttk acuan dabm
memerksa perkara hi adabh apakah benar tebh terjadi perpsahan sebagaimana dimaksud di
atas?

Menimbang, bahwa dabm pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 terdapat dua unsur yang menjadi absan perceraan yaiu ;

1. Unsur sabh satu phak meninggalkan phak bin sebma 2 tahun berturut-
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putusan.mahkamigrisug tthga g iphak Bin dan tanpa absan yang sah atau karena hal Bin
diar kemampuannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalkdal gugatannya, penggugat tebh
memperhadapkan dua orang saksi mashg-masing bemama Hj Tajang binti Sde dan Rahman bih
Muh Rafi, yatu bu dan tetangga penggugat. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang tebh drevsi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi
tersebut teBh memenuhi syarat formi sebagai saksi sehingga kesaksannya dapat didengar di
depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksisaksi tersebut tebh memberkan keterangan dbaweh
sumpah mengenai apa yang dihat, didengar dan drasakan sendii mengenai persoabn yang
melk rumah tangga penggugat dan tergugat, sehihgga secara materl kesaksan para saksi
dapat dterima.

Menmbang, bahwa dari keterangan saksisaksi tebh diemukan fakta hukum sebagai
beriut:

- Bahwa penggugat dan tergugat tebh berpsah tempat tihggal sebma 2 tahun kbh tanpa saing
memperdukan Bgi

- Bahwa sebelim berpsah dabm kelarga penggugat dan tergugat serhg terjadi
pertengkaran.

- Bahwa tergugat tidak dietahui abmatnya.

Menimbang, bahwa pembahan sebma 2 ftahun berturutturut sebagai absan
percerain, seperti termaktub dabm pasal tersebut, dipahami sebagai batas minimal perpsahan.
Sehingga dengan berdasar kepada keterangan saksisaksi yang menyatakan antara penggugat
dan tergugat tebh berpsah tempat tihggai sebma kEbh 2 tahun secara berturutturut, tebh
mebmpaui batas tersebut, sehihgga unsur pertama dari absan perceraan sebagaimana tegh
dsebutkan terdahuu tebh terpenuhi

Menimbang, bahwa pembahan penggugat dan tergugat ddahuli  dengan
pertengkaran yang tajam di tempat kedaman bersama, dan pada waktu tu tergugatbh yang
pergi mennggakan penggugat dan kepergan tergugat tersebut tanpa restu dan atau kn dari
penggugat, dan sebma kepergannya tidak pemah mengim baya nafkah dan tanpa kabar
berta, mengakbatkan penggugat menderta bhr bath, sehihgga majek memandang bahwa
unsur kedua dari absan perceran perkara ni pun teah terpenuN.

Menimbang, bahwa keadaan penggugat dan tergugat yang tebh bermpsah tempat
tihggal sebma 2 tahun kEbh dan tdak bgi sahg memperdukan serta tdak Bgi sah menjain
komunikasi, meskipun untuk mebkukan jainan komunkasi tersebut tdak ada habngan secara
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Menimbang, bahwa bertahan dabm rmah tangga yang keadaannya seperti
dgambarkan di atas dapat menimbukan kumubsi stress terutama bagi penggugat serta tidak
kondust bgi sebagai tempat mendidk anak-anak, sehihgga demi kemasbhatan semua phak,
maka perceraan dabm hal demiian merupakan solusi yang paing bak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertmbangan-pertimbangan tersebut maka majek
hakim bempendapat bahwa akbat tergugat terbuki tebh mebkukan thdakan yang tidak terpuiji
dengan mennggakan penggugat tanpa nafkah dan tanpa kabar beria, sebma dua tahun
berturutturut maka rumah tangga penggugat dan tergugat tebh dikategorkan sebagai rumah
tangga yang pecah dan tdak ada harapan B~ untuk dbina kembai dan tebh dapat dierapkan
maksud syarat Pasal 19 Huntf Q>) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (b) KHL

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut majels hakim sependapat dengan ahi
hukum Isem sebagamana termuat dabm kiab Buqyatul Musytarsyd yang berbunyi

W-Jjj
Arthya: Apabla suami meninggakan striya dengan tidak memenuhi segal kewajbannya dan
slri mengajukan rasa keberatan kepada hakim, maka kabu dua orang saksi menyatakan maka
bokh dfasakh perkawhannya tersebut antara Btri dan suamiya.

Menimbang, bahwa okh karena dakdal gugatannya tebh terbuki dan berabsan
serta tidak mebwan hukum maka gugatan penggugat dapat diabukan.

Menimbang, bahwa okh karena permintaan penggugat pada pettum pon 2 surat
gugatan terBu umum, maka majek mempormubsi petium tersebut sesuai maksud pasal 119
ayat (2) huruf (c) sehingga berbunyi "Menjatuhkan tabk satu bain shughra tergugat, Djasui
Firdaus bin Hattoseng, terhadap penggugat, Maitaya binti H Buhari".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun
1975, maka kepada Panitera Pengadian Agama Watampone dperintahkan untuk mengiimkan
satu hehi saihan putusan i kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rattang Barat,
Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa okh karena perkara i termasuk dabm bidang perkawinan, maka
baya perkara dbebankan kepada penggugat.

Memperhatkan Pasal 149 R/ jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
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1. Menyatakan tergugat yang tebh dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan, tidak hadi.

2. Mengabukan gugatan penggugat secara verstek.

3. Menjatuhkan tabk satu bain shugra tergugat, Djasui Firdaus bin Hattoseng, terhadap
penggugat Maitaya binti H Buhari".

4.  Memerintahkan Pantera Pengadian Agama Watampne untuk mengrim salhan putusan
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
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5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar baya perkara yang hingga ki
dperhitungkan sejumbh Rp 371.000,00.- (tga ratus tujuh pubh saturbu rupah).
Demkin dputuskan pada hari Kamk tanggal 16 Februar 2012. M., bertepatan dengan
23 Rabiul Awal 1433 H, okh kami Dra Hj Hafsah, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Syamsul
Bahri dan Drs. Muhk, S.H., mashg-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari tu
juga ducapkan dabm sidang terbuka untuk umum dengan dbantu okh Drs. Rustan, S.H.,
sebagai panitera pengganti dan dihadiri okeh penggugat tanpa dhadri okh tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

ttd

Drs.Muhiis, SH.

Perncan  baya
perkara

- Pencatatan
- ATK

- Panggén

- Redaksi

Jumla

rupiah).
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Ketua majelis,
td

Dra. Hj, Hafsah, S.H.

Paniteia pengganti,
ttd

Drs. Rustan, S.H.

Rp 30.000,00 Rp
50.00000  Rp
280.000,00  Rp
5.000,00 Rp
6.000,00

- Meterai

Rp 371.000,00.- (tiga ratus tujuh puluh satu

Untuk sainan yang sama bunyinya Pantera
Pengadian Agama Watampone

Amiuddin, S.H.
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